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Government wage bill is one of the largest components of public expenditure, 

playing a strategic role in state administration and a major challenge in 

maintaining fiscal stability. This study aims to comprehensively analyze the 

effectiveness of various employee spending control policies on fiscal 

sustainability, their contribution to organizational efficiency, and their impact 

on the quality of public services. Using the Systematic Literature Review 

(SLR) method with the PICO framework and PRISMA guidelines, this study 

evaluated 42 internationally reputable scientific articles published between 

2008 and 2026. The results of the literature synthesis indicate that employee 

spending control policies, such as expenditure control, hiring freezes, and 

compensation reforms, have proven effective in supporting long-term fiscal 

sustainability if they prioritize technical efficiency and budget reallocation to 

productive investment sectors, rather than simply ad-hoc nominal cuts. 

However, overly restrictive policies have the potential to trigger public-

private wage inequality, reduce work motivation, and weaken administrative 

capacity in the delivery of basic public services. This study concludes that 

successful employee spending governance requires a dynamic balance 

between fiscal discipline and strengthening merit-based institutional capacity. 

Policy recommendations are directed at designing structural bureaucratic 

reforms integrated with digital transformation to prevent a decline in the 

quality of public services. 

Kata Kunci Abstrak 

Belanja Pegawai Pemerintah; 

Pengendalian Pengeluaran; 

Keberlanjutan Fiskal; 

Efisiensi Organisasi; 

Pelayanan Publik. 

Belanja pegawai pemerintah (government wage bill) merupakan salah satu 

komponen pengeluaran publik terbesar yang memegang peran strategis dalam 

penyelenggaraan negara, sekaligus menjadi tantangan utama dalam menjaga 

stabilitas fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 

komprehensif efektivitas berbagai kebijakan pengendalian belanja pegawai 

terhadap keberlanjutan fiskal, kontribusinya terhadap efisiensi organisasi, 

serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Menggunakan metode 

Systematic Literature Review (SLR) dengan kerangka PICO dan pedoman 

PRISMA, studi ini mengevaluasi 42 artikel ilmiah bereputasi internasional 

yang dipublikasikan antara tahun 2008 hingga 2026. Hasil sintesis literatur 

menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian belanja pegawai, seperti 

expenditure control, pembatasan rekrutmen (hiring freeze), dan reformasi 

kompensasi, terbukti efektif mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang 

apabila diprioritaskan pada efisiensi teknis dan realokasi anggaran ke sektor 

investasi produktif, bukan sekadar pemotongan nominal secara ad-hoc. 

Namun demikian, kebijakan yang terlalu restriktif berpotensi memicu 
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ketimpangan upah publik-swasta, menurunkan motivasi kerja, serta 

melemahkan kapasitas administrasi dalam penyampaian layanan publik dasar. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tata kelola belanja pegawai 

mensyaratkan adanya keseimbangan yang dinamis antara disiplin fiskal dan 

penguatan kapasitas kelembagaan berbasis merit. Rekomendasi kebijakan 

diarahkan pada perancangan reformasi birokrasi struktural yang terintegrasi 

dengan transformasi digital guna mencegah penurunan kualitas pelayanan 

publik. 

 

PENDAHULUAN 

Belanja pegawai pemerintah (government wage bill) merupakan salah satu komponen 

terbesar dalam pengeluaran publik dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan serta penyediaan layanan publik. Namun demikian, besaran belanja pegawai 

menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara. Di negara-negara anggota OECD, rata-rata 

pengeluaran pemerintah mencapai lebih dari 40% Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan 

melebihi 50% di beberapa negara seperti Swedia dan Prancis, sedangkan Amerika Serikat dan 

Jepang berada pada kisaran 35% dan Meksiko sekitar 20% (Vonortas, 2015). Variasi tersebut 

mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal, struktur ekonomi, karakteristik kelembagaan, dan 

peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, dinamika belanja pegawai juga dipengaruhi 

oleh kondisi ekonomi makro, di mana pemerintah cenderung meningkatkan jumlah pegawai 

dan kompensasi selama periode pertumbuhan ekonomi, namun melakukan penyesuaian 

melalui pembatasan rekrutmen atau pengurangan pengeluaran pada saat terjadi tekanan fiskal 

(Fernández-de-Córdoba et al., 2012). 

Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan belanja pegawai telah menjadi salah satu 

tantangan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Di banyak negara berkembang, belanja 

pegawai menyerap proporsi anggaran yang besar di tengah keterbatasan kapasitas penerimaan 

negara. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit fiskal dan meningkatkan akumulasi 

utang publik apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas aparatur maupun 

pertumbuhan pendapatan negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat 

utang pemerintah dapat mengurangi ruang fiskal (fiscal space) yang diperlukan untuk 

mendanai pembangunan dan mengantisipasi guncangan ekonomi pada masa mendatang 

(Eberhardt & Presbitero, 2015; Chudik et al., 2017). Oleh karena itu, pengendalian belanja 

pegawai semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal 

dan efektivitas pengelolaan anggaran publik. 

Di sisi lain, hubungan antara belanja pegawai pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

masih menjadi perdebatan dalam literatur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan pengeluaran publik dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan 

investasi dan penyediaan layanan publik. Namun, penelitian lain menemukan bahwa 

pengeluaran pemerintah yang terlalu besar berpotensi menimbulkan efek crowding-out 

terhadap investasi swasta, khususnya di negara maju (Nguyen, 2023). Selain itu, pertumbuhan 

ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang proporsional. Haider et 

al. (2023) menemukan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDB 

di negara berkembang hanya berkisar antara 0,11–0,15, jauh lebih rendah dibandingkan negara 

maju yang mencapai 0,43–0,48. Temuan tersebut mengindikasikan adanya fenomena jobless 
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growth yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum tentu menghasilkan 

peningkatan kapasitas birokrasi maupun kualitas pelayanan publik secara langsung. 

Selain faktor ekonomi, efektivitas pengelolaan belanja pegawai juga dipengaruhi oleh 

sistem politik, tata kelola pemerintahan, dan kondisi demografis. Negara yang menerapkan 

mekanisme penetapan upah secara terpusat (centralized wage-setting) cenderung lebih mampu 

mengendalikan pertumbuhan upah sektor publik dan menjaga stabilitas fiskal dibandingkan 

negara dengan sistem yang lebih terfragmentasi (Di Carlo, 2023). Sementara itu, perubahan 

struktur penduduk, khususnya peningkatan proporsi penduduk lanjut usia, menyebabkan 

pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk sektor kesehatan, 

perlindungan sosial, dan layanan kesejahteraan, sehingga mempersempit ruang fiskal yang 

tersedia bagi sektor lainnya (Temsumrit, 2023; Karaalp-Orhan et al., 2024). Kompleksitas 

faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pengendalian belanja pegawai bukan semata-mata 

persoalan pengurangan pengeluaran, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk 

menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, kualitas pelayanan publik, dan kapasitas 

organisasi pemerintah. 

Sebagai respons terhadap tekanan fiskal tersebut, berbagai negara telah menerapkan 

beragam kebijakan pengendalian belanja pegawai, seperti expenditure control, reformasi 

kompensasi, pembatasan rekrutmen (hiring freeze), hingga restrukturisasi organisasi sektor 

publik. Studi mengenai penerapan expenditure rule di Spanyol menunjukkan bahwa 

pengendalian pertumbuhan belanja publik mampu meningkatkan disiplin fiskal dan menjaga 

keberlanjutan anggaran dalam jangka menengah (Burret & Feld, 2018). Namun, efektivitas 

kebijakan tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang seragam. Pengalaman Portugal 

menunjukkan bahwa kebijakan hiring freeze tidak secara otomatis menurunkan belanja 

pegawai karena masih terjadi peningkatan pengeluaran akibat promosi jabatan dan 

perkembangan karier pegawai yang telah ada (wage drift) (Campos & Centeno, 2018). Selain 

itu, pembatasan rekrutmen juga berpotensi meningkatkan beban kerja pegawai, menurunkan 

motivasi kerja, dan mengurangi kapasitas organisasi dalam memberikan layanan publik secara 

optimal (Pollitt & Bouckaert, 2017). 

Literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengendalian belanja 

pegawai masih berkembang dalam beberapa arah yang berbeda. Sebagian penelitian berfokus 

pada dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal dan pengurangan defisit anggaran (Forni & 

Novta, 2016), sebagian lainnya menelaah pengaruhnya terhadap efisiensi organisasi dan 

manajemen sumber daya manusia sektor publik (Kickert, 2015), sedangkan kelompok 

penelitian lain mengkaji implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja 

pemerintahan (Pollitt & Bouckaert, 2017). Meskipun demikian, temuan-temuan tersebut masih 

tersebar dan belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana 

kebijakan pengendalian belanja pegawai memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kinerja sektor 

publik secara simultan. Sebagian besar penelitian juga masih didominasi oleh studi kasus pada 

negara atau wilayah tertentu sehingga belum mampu menjelaskan pola umum yang muncul 

dalam berbagai konteks kelembagaan dan sistem pemerintahan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan sintesis literatur 

secara sistematis guna mengidentifikasi pola, efektivitas, serta konsekuensi kebijakan 

pengendalian belanja pegawai yang telah diterapkan di berbagai negara. Penelitian ini mengisi 

kesenjangan tersebut melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan fokus 
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pada tiga aspek utama, yaitu efektivitas kebijakan pengendalian belanja pegawai dalam 

mendukung keberlanjutan fiskal, kontribusinya terhadap efisiensi organisasi sektor publik, 

serta dampaknya terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur administrasi 

publik yang memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam 

merancang strategi pengendalian belanja pegawai yang berkelanjutan. 

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tekanan fiskal yang semakin meningkat di 

berbagai negara pasca-pandemi COVID-19, di mana belanja pegawai menjadi komponen 

pengeluaran publik yang paling sulit dikendalikan namun memiliki dampak paling langsung 

terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur administrasi publik yang 

memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam merancang strategi 

pengendalian belanja pegawai yang berkelanjutan. 

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan 

penelitian, yaitu: (1) bagaimana efektivitas berbagai kebijakan pengendalian belanja pegawai 

pemerintah dalam mencapai keberlanjutan fiskal; (2) sejauh mana kebijakan tersebut 

berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia 

sektor publik; serta (3) bagaimana dampak kebijakan pengendalian belanja pegawai terhadap 

kinerja sektor publik dan kualitas pelayanan publik. Melalui analisis sistematis terhadap 

literatur yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai praktik terbaik (best practices) pengendalian belanja pegawai di 

sektor publik. 

  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature 

Review (SLR) yang mengintegrasikan kerangka PICO dan pedoman pelaporan PRISMA 

guna memastikan kejelasan dalam perumusan pertanyaan penelitian serta menjamin kualitas 

pelaporan yang sistematis dan transparan. Kerangka PICO yang mereduksi kompleksitas 

pencarian melalui parameter Population, Intervention, Comparator, dan Outcome berperan 

vital sebagai fondasi dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang terstruktur sekaligus 

menetapkan batasan kriteria inklusi dan eksklusi secara rigid. Lebih dari sekadar alat bantu 

taksonomis, metodologi ini berfungsi sebagai kompas strategis yang memandu seluruh tahapan 

penelusuran (pencarian) serta seleksi literatur agar tetap relevan dan terhindar dari bias seleksi 

(Flemyng et al., 2023; Hamarno et al., 2024; Lee & Prevedello, 2024; Liu et al., 2022; Teshome, 

2025). Dalam konteks sintesis bukti modern, integrasi PICO tidak hanya menyederhanakan 

identifikasi variabel utama, tetapi juga meningkatkan replikabilitas dan validitas metodologis 

dari peninjauan pustaka yang dilakukan. 

Integrasi antara pendekatan PICO dan pedoman PRISMA diyakini mampu 

menghasilkan kajian yang tidak hanya komprehensif dan valid, tetapi juga memiliki 

akuntabilitas ilmiah yang tinggi serta memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pengembangan pengetahuan pada bidang yang diteliti (Wang et al., 2024; Reeves et al., 2022; 

Bousfield et al., 2022). Untuk mempermudah interpretasi penerapan metode PICO, peneliti 

menyusun tabel keyword string yang digunakan dalam proses pencarian literatur pada 

penelitian ini sebagai berikut. 
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Tabel 1 

STEP KEYWORD 

P 

("government wage bill" OR "public sector wage bill" OR "personnel expenditure" OR 

"public employment expenditure") 

 

I ("expenditure control" OR "hiring freeze" OR "compensation reform" OR "public 

employment reform") 
 

O ("fiscal sustainability" OR "organizational efficiency" OR "productivity" OR "public 

sector performance" OR "service delivery") 
 

Keyword String 

( 

("government wage bill" OR "public sector wage bill" OR "personnel expenditure" OR 

"public employment expenditure") 

AND 

("expenditure control" OR "hiring freeze" OR "compensation reform" OR "public 

employment reform") 

AND 

("fiscal sustainability" OR "organizational efficiency" OR "productivity" OR "public 

sector performance" OR "service delivery") 

) 
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Gambar 1 

 

Fase Identifikasi Total 48 rekaman artikel ditemukan dari database pencarian (tidak ada 

sumber tambahan lain), menghasilkan 48 rekaman yang masuk ke tahap berikutnya. 

Fase Skrining Dari 48 rekaman, ditemukan 2 artikel duplikat (Eminidou et al. 2023 dan 

El Bakkali & Guati 2025 masing-masing tercatat dua kali), sehingga tersisa 46 artikel unik. 
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Seluruh 46 artikel lolos skrining judul dan abstrak karena semua tampak berkaitan dengan topik 

SLR. 

Fase Kelayakan  Seluruh 46 artikel dinilai secara teks lengkap menggunakan instrumen 

MMAT. Pada tahap ini, 4 artikel dieksklusi karena setelah dibaca penuh terbukti tidak relevan 

secara substantif (membahas smart meter, IoT, metodologi PICOT, dan deep neural network), 

sehingga tersisa 46 − 4 = 42 artikel. 

Fase Inklusi  Sebanyak 42 artikel masuk ke dalam sintesis akhir: 33 dikategorikan sangat 

relevan dan 9 cukup relevan. 

 

Proses seleksi literatur dalam SLR ini menghasilkan total 48 entri artikel yang dianalisis, 

namun setelah identifikasi duplikat ditemukan dua artikel yang tercatat dua kali (Eminidou et 

al., 2023, nomor 9 dan 10; El Bakkali & Guati, 2025, nomor 35 dan 36; serta Hernández et al., 

2025, nomor 19 dan 20), sehingga jumlah artikel unik yang sesungguhnya adalah 46 studi. Dari 

keseluruhan artikel tersebut, terdapat 4 artikel yang dinyatakan tidak relevan berdasarkan 

kriteria inklusi topik (berkaitan dengan smart meter, sistem energi, PICOT methodology, serta 

deep neural networks), sehingga artikel yang benar-benar menjadi bahan analisis substantif 

berjumlah 42 artikel unik.  

Rentang waktu publikasi literatur terpilih membentang dari tahun 2008 hingga 2026, 

mencakup periode 18 tahun. Distribusi temporal menunjukkan pola yang sangat mencolok: 

sebagian besar artikel terkonsentrasi pada periode 2023–2026, dengan puncak tertinggi pada 

tahun 2025 yang menyumbang 9 artikel (sekitar 18,75% dari total), diikuti tahun 2026 dengan 

4 artikel dan 2024 dengan 5 artikel. Periode 2008–2022 relatif tipis secara kontribusi, masing-

masing tahun umumnya hanya menyumbang 1–2 artikel. Ini mencerminkan dua hal: pertama, 

selektivitas proses inklusi yang memprioritaskan studi terbaru; dan kedua, adanya percepatan 

produksi literatur global pasca-pandemi COVID-19 mengenai topik keberlanjutan fiskal dan 

manajemen belanja pemerintah, yang kemungkinan dipicu oleh tekanan fiskal luar biasa yang 

dialami banyak negara sejak 2020. 

Penilaian kualitas menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) menunjukkan 

hasil yang sangat baik: 35 artikel memperoleh skor 100% (memenuhi semua 7 kriteria), 1 

artikel memperoleh skor 86%, dan 12 artikel memperoleh skor 71%. Tidak ada artikel dengan 

skor di bawah 71%, yang mengindikasikan bahwa proses seleksi literatur berhasil 

mempertahankan standar metodologis yang konsisten dan tinggi di seluruh korpus. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 2 

 

Sintesis literatur yang melibatkan 42 artikel final pasca-proses PRISMA menghasilkan 

korpus yang cukup kaya untuk menjawab ketiga research question (RQ) yang ditetapkan. 

Artikel-artikel tersebut mencakup rentang waktu 2008 hingga 2026, dengan dominasi studi 

empiris kuantitatif menggunakan data panel dari negara-negara Eropa, OECD, dan sejumlah 

negara berkembang. Pembahasan ini disusun secara tematik mengikuti alur tiga RQ, dengan 

analisis persamaan, perbedaan, teori dominan, variabel kunci, serta identifikasi gap penelitian 

secara kritis. 

 

RQ1  Efektivitas Kebijakan Pengendalian Belanja Pegawai terhadap Keberlanjutan 

Fiskal 

1. Konsensus dan Persamaan Temuan 

Mayoritas artikel dalam korpus ini sepakat bahwa pengendalian belanja pegawai 

merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling langsung memengaruhi 

keberlanjutan anggaran. Herrero-Alcalde et al. (2024) membuktikan melalui Synthetic 

Control Method bahwa aturan pengeluaran Spanyol tahun 2012 secara signifikan 

meningkatkan keberlanjutan anggaran dengan membatasi pertumbuhan pengeluaran 

lancar dan primer, menghasilkan rata-rata penghematan sekitar 1.000 euro per kapita 

per tahun. Temuan ini sejalan dengan (Afonso & Alves, 2023) yang menggunakan Data 

Envelopment Analysis (DEA) dan model panel, menyimpulkan bahwa rasionalisasi 

pengeluaran publik tanpa mengorbankan kualitas layanan merupakan determinan 

keberlanjutan fiskal yang lebih kuat daripada sekadar perbaikan saldo anggaran primer. 

Kedua studi ini bersepakat pada satu argumen inti: efisiensi, bukan sekadar besaran 

pemotongan, adalah kunci keberlanjutan. 
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Dalam konteks negara berkembang, Mbaleki (2024) menggunakan model ARDL 

untuk Afrika Selatan dan menemukan bahwa tagihan gaji sektor publik memiliki 

multiplier yang lebih kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya, 

mengindikasikan adanya dampak crowding out yang nyata. Hal ini diperkuat oleh El 

Bakkali dan Guati (2025) yang dalam analisis data panel GMM untuk pemerintah 

daerah Maroko menemukan bahwa pengeluaran pegawai memberikan efek crowding-

out sebesar -0,48% terhadap ruang fiskal untuk investasi modal. Keduanya 

mengonfirmasi bahwa tingginya porsi belanja pegawai dapat menjadi hambatan 

struktural bagi fleksibilitas fiskal. 

Dari sudut pandang makroekonomi yang lebih luas, Auntu dan Pilinkienė (2026) 

melalui fixed-effects panel threshold regression (FE-PTR) pada 27 negara UE 

menemukan bahwa defisit fiskal meningkatkan pengangguran di kedua rezim utang, 

namun kontribusi negatifnya berkurang secara signifikan sebesar 81% pada rezim 

utang tinggi di atas 60% PDB. Temuan ini menegaskan bahwa ruang fiskal yang 

tersedia  yang salah satunya ditentukan oleh besaran belanja pegawai  sangat 

menentukan efektivitas respons kebijakan dalam krisis. 

2. Perbedaan dan Ketegangan Temuan 

Meskipun terdapat konsensus umum mengenai pentingnya pengendalian belanja 

pegawai, sejumlah studi mengungkapkan nuansa yang penting. Eminidou et al. (2023) 

menggunakan Local Projection Method dan menemukan bahwa pada negara dengan 

utang tinggi secara cross-sectional, guncangan pengeluaran pemerintah justru dapat 

meningkatkan output dan konsumsi  efek yang berbeda dari prediksi Ricardian. Temuan 

ini berimplikasi bahwa pemotongan belanja pegawai tidak selalu kontraproduktif, 

namun dampaknya sangat bergantung pada konteks rezim utang negara yang 

bersangkutan. 

Ciaffi et al. (2024) menambahkan dimensi penting dengan membedakan antara 

investasi pemerintah dan konsumsi pemerintah. Menggunakan pendekatan Local 

Projections, mereka menyimpulkan bahwa investasi pemerintah jauh lebih efektif 

daripada konsumsi  yang di dalamnya termasuk belanja pegawai  dalam menurunkan 

rasio utang terhadap PDB secara berkelanjutan. Ini mengimplikasikan bahwa realokasi 

dari belanja pegawai menuju investasi publik produktif dapat menjadi strategi yang 

lebih optimal untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang. 

Rickard dan Caraway (2018), dalam studi kualitatif-kuantitatif menggunakan 

error correction models, menemukan bahwa meskipun kondisi IMF yang mensyaratkan 

reformasi sektor publik secara signifikan mengurangi pengeluaran untuk belanja 

pegawai dalam jangka pendek, pemotongan ini tidak bertahan dalam jangka panjang 

akibat tekanan politik domestik (backsliding). Ini adalah peringatan kritis: 

keberlanjutan konsolidasi fiskal tidak hanya bergantung pada desain kebijakan teknis, 

tetapi juga pada ketahanan politiknya. 

3. Teori Dominan dan Kerangka Analitik 

Teori yang paling dominan dalam klaster RQ1 ini adalah fiscal sustainability 

theory yang berpijak pada konsep intertemporal budget constraint, serta fiscal rules 

theory yang berkembang dari literatur Kopits dan Symansky (1998). Di samping itu, 

beberapa artikel menggunakan kerangka Ricardian equivalence untuk menjelaskan 
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respons sektor swasta terhadap ekspansi atau kontraksi belanja pemerintah. Pendekatan 

Public Choice Theory juga muncul implisit dalam studi Rickard dan Caraway (2018) 

ketika menjelaskan fenomena backsliding akibat tekanan kelompok kepentingan. 

Variabel Kunci yang Paling Sering Diteliti 

Variabel dependen yang paling sering digunakan adalah rasio utang publik terhadap 

PDB, saldo anggaran primer, dan pertumbuhan PDB. Variabel independen utama mencakup: 

total pengeluaran pemerintah, komponen belanja pegawai (wage bill), aturan fiskal (fiscal 

rules), dan efisiensi sektor publik (diukur dengan skor DEA). Chrysanthakopoulos et al. (2025) 

menambahkan produktivitas tenaga kerja dan investasi swasta sebagai variabel outcome, 

memperkaya dimensi analisis efisiensi fiskal. 

 

RQ2  Kontribusi Kebijakan terhadap Efisiensi Organisasi dan Pengelolaan SDM Sektor 

Publik 

1. Interaksi Upah Publik-Swasta sebagai Mekanisme Transmisi 

Salah satu temuan paling konsisten dalam literatur adalah adanya keterkaitan 

yang kuat antara upah sektor publik dan swasta. Afonso dan Gomes (2014) 

menggunakan estimasi 2SLS dan 3SLS, menemukan bahwa peningkatan 1% upah 

sektor publik menaikkan upah sektor swasta sebesar 0,3%, serta terdapat mekanisme 

koreksi kesalahan di mana ketidakseimbangan upah disesuaikan terutama melalui 

perubahan upah sektor publik. Lamo et al. (2013) memperkuat temuan ini melalui 

analisis data panel OECD, menyimpulkan bahwa pembatasan upah publik dapat 

membantu memperbaiki ketidakseimbangan fiskal dan masalah daya saing 

internasional. Lamo et al. (2012) yang menggunakan VECM pada 18 negara OECD 

lebih lanjut menunjukkan bahwa sektor swasta umumnya memiliki pengaruh lebih 

kuat terhadap sektor publik, namun terdapat efek umpan balik dari penetapan upah 

publik ke sektor swasta di sejumlah negara Eropa. 

D'Adamo (2013) menggunakan pendekatan Cointegrated VAR (VECM) dan 

menemukan bahwa upah sektor publik sering kali menjadi pemimpin (wage leader) 

dalam penentuan upah di sepuluh negara transisi UE  temuan yang mengindikasikan 

risiko nyata bahwa kebijakan upah publik yang tidak terkendali dapat merusak daya 

saing internasional. Fernández-de-Córdoba et al. (2012) melalui simulasi Dynamic 

General Equilibrium Model mengonfirmasi adanya efek crowding-out di mana 

peningkatan belanja pegawai publik dapat menurunkan lapangan kerja sektor swasta. 

Dimensi internasional ditambahkan oleh Gindling et al. (2020) yang 

menganalisis dataset global WWBI mencakup 132 negara. Mereka menemukan 

bahwa sektor publik umumnya membayar premi upah dibandingkan seluruh 

karyawan swasta, namun premi ini hilang di sebagian besar negara saat dibandingkan 

hanya dengan karyawan sektor formal. Temuan ini mengisyaratkan bahwa persepsi 

tentang "mahalnya" biaya pegawai pemerintah sangat bergantung pada kelompok 

pembanding yang digunakan. 

2. Reformasi SDM di Bawah Tekanan Anggaran 

Di Carlo (2022) memberikan kontribusi penting melalui studi kasus kualitatif 

di empat negara Eropa (Prancis, Italia, Jerman, Portugal), mengargumentasikan 

bahwa penahanan upah sektor publik secara sistematis hanya terjadi dalam sistem di 
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mana otoritas penetapan upah didelegasikan kepada aktor negara  seperti 

Kementerian Keuangan  yang memiliki mandat untuk bertindak demi kepentingan 

umum, bukan kelompok kepentingan khusus. Ini memberikan perspektif institusional 

yang sering absen dalam studi kuantitatif. 

Demmke (2016) melalui analisis data sekunder OECD dari 32 negara 

menemukan korelasi kuat antara batasan anggaran dengan tindakan pemotongan 

biaya (downsizing), namun memperingatkan bahwa reformasi SDM yang bersifat ad-

hoc untuk menghemat sumber daya  alih-alih restrukturisasi yang terencana  

berdampak negatif pada kepuasan kerja dan kepercayaan terhadap kepemimpinan. 

Forni dan Novta (2016) melengkapi temuan ini dengan menyimpulkan bahwa 

langkah-langkah struktural yang disertai dialog sosial yang luas dikaitkan dengan 

pengurangan belanja pegawai yang lebih besar dan lebih berkelanjutan dibandingkan 

tindakan sementara seperti pembekuan upah. 

Raudla et al. (2015) dalam tinjauan literatur sistematis terhadap 60 studi dari 

era 1970-an dan 1980-an menemukan bahwa pemerintah cenderung memilih strategi 

across-the-board pada awal krisis fiskal namun beralih ke strategi targeted seiring 

memburuknya tekanan fiskal. Hiring freeze menjadi instrumen yang paling sering 

digunakan, lebih dominan daripada pemotongan gaji atau PHK, karena secara politis 

lebih mudah diterima. Pereira dan Pereira (2008) justru mengingatkan bahaya 

eksklusif mengandalkan hiring freeze: studi mereka pada profesor universitas di 

Portugal menemukan wage drift tahunan sebesar 2,6% yang melampaui pertumbuhan 

PDB, sehingga pembekuan perekrutan saja tidak cukup menghentikan ekspansi 

belanja pegawai tanpa reformasi aturan kenaikan karir. 

3. Efisiensi Sebagai Determinan Keberlanjutan 

Chrysanthakopoulos et al. (2025) memberikan bukti paling langsung mengenai 

hubungan efisiensi dan keberlanjutan: peningkatan efisiensi sektor publik 

menurunkan rasio utang publik, meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara 

signifikan, dan mendorong investasi swasta. Al-Majali et al. (2026) dalam analisis 

DEA dan panel data model untuk Yordania menemukan bahwa inefisiensi terkait 

dengan tingginya biaya pegawai dan pembayaran bunga, di mana Yordania hanya 

mencapai 81% dari tingkat efisiensi optimal sementara pengeluaran aktual secara 

konsisten melampaui ambang batas optimal. 

Kasus Ghana yang dikaji Ismaila et al. (2024) memberikan ilustrasi yang sangat 

tajam: Ghana menghabiskan rata-rata 88% dari ruang anggaran kesehatannya untuk 

tagihan upah tenaga kesehatan  melampaui median global sebesar 57% dan median 

Afrika sebesar 45%  menjadikan lintasan saat ini tidak berkelanjutan secara fiskal. 

Ini adalah contoh konkret bagaimana dominasi belanja pegawai dapat mematikan 

ruang investasi untuk kapasitas layanan publik itu sendiri. 

4. Perbedaan Konteks Negara Maju versus Berkembang 

Salah satu tegangan paling menarik dalam literatur adalah perbedaan pola 

antara negara maju dan berkembang. Fortuin dan Makoni (2025) menggunakan 

regresi linier berganda pada data Afrika Selatan 1994–2022 dan menemukan 

decoupling yang signifikan antara upah dan produktivitas di sektor publik, di mana 

upah lebih banyak dipengaruhi faktor institusional seperti kekuatan serikat pekerja 



841 

daripada efisiensi. Sebaliknya, upah sektor swasta terkait positif dengan 

produktivitas. Haider et al. (2023) menambahkan bahwa elastisitas lapangan kerja 

terhadap PDB sangat rendah di negara berkembang (0,11 hingga 0,15) dibandingkan 

negara maju (0,43 hingga 0,48), yang mengindikasikan fenomena jobless growth di 

mana pertumbuhan ekonomi tidak otomatis ditransmisikan menjadi peluang kerja 

yang lebih luas. 

 

RQ3  Dampak Kebijakan Pengendalian Belanja Pegawai terhadap Kinerja dan Kualitas 

Layanan Publik 

1. Tegangan antara Efisiensi Anggaran dan Kualitas Layanan 

RQ3 merupakan area yang paling sedikit mendapatkan perhatian empiris 

langsung dalam literatur ini  sebuah gap yang signifikan. Sebagian besar studi 

mengukur input (besaran belanja) dan output makroekonomi (pertumbuhan, utang), 

namun sangat sedikit yang secara langsung mengukur kualitas layanan publik sebagai 

variabel dependen. Hal ini diakui secara eksplisit oleh Forni dan Novta (2016) yang 

mencatat keterbatasan data output pemerintah sebagai hambatan utama. 

Meski demikian, beberapa studi memberikan bukti tidak langsung yang relevan. 

Elliott et al. (2020) menganalisis formula alokasi sumber daya sektor publik di Inggris 

pasca-krisis keuangan global dan menemukan bahwa kegagalan memperbarui formula 

alokasi mengakibatkan overkompensasi di wilayah kaya seperti London dan 

underkompensasi di wilayah yang kurang makmur  ketidakmerataan yang secara 

langsung memengaruhi kapasitas rekrutmen dan retensi tenaga kerja serta kualitas 

penyampaian layanan di berbagai wilayah. Ini adalah manifestasi nyata bagaimana 

kebijakan belanja pegawai yang tidak dikalibrasi dengan baik dapat menciptakan 

disparitas kualitas layanan. 

2. Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang 

Xiao (2023) menggunakan data panel provinsi China 2010–2019 dan 

menemukan bahwa peningkatan proporsi belanja layanan publik kondusif bagi 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meskipun dapat memperlambat pertumbuhan 

PDB jangka pendek karena investasi produktif memiliki efek pembentukan modal yang 

lebih instan. Utouh dan Kitole (2025) dalam studi ARDL untuk Tanzania menemukan 

bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah yang terlalu besar justru 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi  sebuah peringatan bahwa ekspansi 

belanja publik yang tidak disertai peningkatan efisiensi dapat menjadi beban struktural. 

Temsumrit (2023) menambahkan dimensi demografis yang penting: peningkatan 

populasi lansia secara signifikan memicu pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi 

terutama pada perlindungan sosial, namun menurunkan belanja pendidikan. Ini 

mengindikasikan adanya tekanan komposisi belanja yang dapat menggeser prioritas 

dari investasi human capital jangka panjang menuju pengeluaran konsumtif jangka 

pendek  suatu dinamika yang sangat relevan untuk negara-negara yang sedang 

mengalami transisi demografis. 

3. Inovasi dan Pengadaan Publik sebagai Dimensi Kualitas 

Vonortas (2015) memberikan perspektif yang berbeda dengan mengkaji 

pengadaan publik di Amerika Serikat dan menemukan bahwa prinsip penghematan 
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biaya dan proses kompetitif mendominasi kebijakan pengadaan federal, sementara 

inovasi seringkali hanya menjadi hasil sampingan dari tujuan sosial yang lebih luas. Ini 

menunjukkan bahwa orientasi kebijakan yang terlalu berfokus pada efisiensi biaya 

dapat mengorbankan kapasitas inovasi sektor publik yang pada akhirnya menentukan 

kualitas layanan jangka panjang. 

4. Reformasi Sistem Kesehatan sebagai Studi Kasus 

Voncina et al. (2010) dalam analisis kritis sistem asuransi kesehatan Kroasia 

memberikan ilustrasi yang sangat instruktif: reformasi yang terlalu fokus pada 

peningkatan pendapatan dari sektor swasta sambil mengabaikan kontrol pengeluaran 

dan inefisiensi sistem justru gagal menyeimbangkan anggaran dan pada akhirnya 

membebani pengguna layanan. Ini menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal dan kualitas 

layanan publik bukan trade-off yang inheren, melainkan keduanya harus dikejar secara 

simultan melalui reformasi yang komprehensif. 

 

Research Gap dan Peluang Pengembangan 

Sintesis literatur ini mengidentifikasi beberapa gap penelitian yang substansial. Gap 

pertama dan paling kritis adalah absennya studi yang secara langsung mengukur hubungan 

antara kebijakan pengendalian belanja pegawai dan kualitas layanan publik yang 

terukur. Hampir seluruh studi berhenti pada variabel fiskal makro atau variabel pasar tenaga 

kerja agregat, tanpa menelusuri transmisi ke kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. 

Gap kedua adalah kurangnya studi dari konteks Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

Seluruh 42 artikel final didominasi oleh konteks Eropa, OECD, Afrika, dan sebagian kecil Asia 

Selatan. Dinamika belanja pegawai di negara dengan sistem kepegawaian yang unik seperti 

Indonesia — dengan struktur tunjangan yang kompleks, desentralisasi fiskal yang masif, dan 

tekanan demografis yang berbeda — belum terepresentasi dalam literatur internasional. 

Gap ketiga adalah keterbatasan analisis jangka panjang terhadap dampak reformasi 

struktural SDM. Sebagian besar studi memiliki horizon waktu yang terbatas (5–15 tahun), 

sementara dampak reformasi sistem karir pegawai, perubahan struktur remunerasi, atau 

transformasi skema pensiun biasanya baru terlihat dalam jangka waktu yang jauh lebih 

panjang. 

Gap keempat adalah lemahnya integrasi antara dimensi kuantitatif dan kualitatif. 

Studi kualitatif seperti Di Carlo (2022) dan Forni dan Novta (2016) memberikan pemahaman 

mendalam tentang mekanisme institusional dan politik dari kebijakan belanja pegawai, namun 

jarang diartikulasikan dengan model kuantitatif secara sistematis dalam satu kerangka 

penelitian yang terpadu. 

 

KESIMPULAN 

erdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan konstruksi makna kompetensi dan kebijakan seleksi Guru Tidak Tetap 

(GTT) Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan 

konstruktivisme dan metode kualitatif multi-perspektif, penelitian ini mengungkap bahwa 

permasalahan seleksi GTT tidak semata-mata bersifat prosedural administratif, melainkan 

merupakan persoalan konstruksi makna yang berlapis dan saling berkaitan di antara para aktor 

yang terlibat. 
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konstruksi kebijakan seleksi GTT Non ASN didominasi oleh tiga logika utama yang 

saling menopang, yaitu logika efisiensi administrasi, logika standarisasi formal, dan logika 

kepatuhan regulasi. Ketiga logika tersebut membentuk koalisi wacana (discourse coalition) 

yang kuat dan memiliki legitimasi ganda—legitimasi hukum, legitimasi administratif, dan 

legitimasi efisiensi. Namun demikian, dominasi wacana tersebut menyebabkan terbatasnya 

ruang partisipasi bagi aktor mikro, khususnya GTT dan kepala sekolah, dalam proses 

pengambilan keputusan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan bersifat sah secara 

formal namun tidak responsif terhadap realitas aktual yang dihadapi oleh GTT dan kebutuhan 

nyata satuan pendidikan. 
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